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Warisan budaya sebagai media yang dianggap memiliki fungsi dalam menjaga proses pertumbuhan
kebudayaan bangsa, ternyata makna yang terkandung di dalamnya dapat diwariskan secara berbeda-beda.
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan sistem pengetahuan stakehol ders (pemangku kepentingan)
dalam memaknai warisan budaya Situs Sangiran dan cara-caranya bertindak menggunakan sistem
pengetahuan yang mereka miliki. Penelitian mengenai sistem pengetahuan tersebut, dinilai sangat penting,
guna memahami perasaan dan pikiran mereka dalam merepresentasikan kebudayaannya terhadap
lingkungan sosial, budaya maupun lingkungan alam Situs Sangiran. Pemaknaan pemerintah (pusat) terhadap
warisan budaya Sangiran sangat berbeda dengan pemaknaan yang diberikan oleh penduduk, bahkan berbeda
pula dengan pemaknaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Otonom. Dalam konteks demikian inilah,
ketiga sistem pengetahuan budaya yang berbeda itu diperbandingkan guna menjelaskan beberapa faktor
penyebab terjadinya konflik pemanfaatan warisan budaya Situs Sangiran. Konsekuens atas kajian di atas,
menuntut penelitian ini menemukan model pengelolaan Situs Sangiran beserta pengembangannya ke depan,
karena model pengelolaan yang diterapkan sudah tidak sesuai lagi dengan perubahahan sistem
kepemerintahan pada masa sekarang. Hasil penelitian ini memperlihatkan, bahwa model pengelolaan yang
masi h terpengaruh oleh kerangka pikir masa Kolonia dengan ciri kebijakan bersifat satu arah (top 0 down),
eksklusif dan legidlator, hanya akan menciptakan konflik r!. kepentingan yang berkepanjangan. Dalam era
otonomi Daerah seperti sekarang ini, model pengelolaan yang dianggap sesual untuk diterapkan di Situs
Sangiran, adalah model pengelolaan berdasarkan sistem yang mengutamakan konsep milik bersama atau
arkeologi untuk masyarakat. Memperhatikan berbagai konflik yang terjadi di Situs Sangiran selamaini,
paling tidak ada lima konsep dasar yang harus dipenuhi oleh lembaga arkeologi dalam menata Situs berskala
duniaini. Pertama, lembaga arkeologi harus bersifat reaktif, yaitu peka dalam menangkap berbagai
permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat dengan rnemberikan pandangan-pandangan yang bijak dan
jalan keluar terbaik (win-win solution). Kedua, akomodatif, artinya lembaga pengelola Sangiran harus
mampu menampung berbagai kepentingan yang masing-masing kepentingan memiliki perbedaan sasaran
dan tujuan. Ketiga, partisipatif, dalam arti semua kegiatan pengelolaan warisan budaya harus melibatkan
berbagai stakeholders. Keempat, lembaga arkeologi pengelola Situs Sangiran harus bersifat transparan,
dalam arti semua kebijakan perlu diketahui dan dibicarakan dengan publik. Kelima, integratif, lembaga
arkeologi pengelola Situs Sangiran hams mampu mengintegrasikan seluruh kemampuan stakeholders dalam
kesatuan visi yang terkoordinasi. Untuk menciptakan model pengelolaan yang reaktif, akomodatif,
partisipatif dan transparan, sertaintegratif, dipandang penting pemerintah (pusat) segera menetapkan Situs
Sangiran sebagal kawasan strategis nasional sekaligus membentuk lembaga independen, yaitu Badan Otorita
Kawasan Sangiran yang mampu menyatukan berbagai perbedaan persepsi dan berupaya mengakomodir
beragarn kepentingan, agar potens situs dapat dimanfaatkan secara maksimal, baik untuk kepentingan
mayarakat lokal, regional, nasional maupun global.
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